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WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG *
SEKOLAH DASAR

NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Mecnimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentusan Pasal 45
Peraturan Wall Kota Medan Nomoar 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan, perdu membentuk Feraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Telmis Sekolah
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat :

l.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1936 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Proping Sumatera
Utara (Lembaran Republik I[ndonesia
Tahun 1956 Nomar 59, Tambahan Lembaren
Negam Republik Indonesia Nomor 1092);

+ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistern Pendidikan Nasfonal (Lembaran Negama
Republikc Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang
mwmwmmm



6. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Ams Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

9, Peraturan Pemerintah Nomior SO Tahun 1991
tentung Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabypaten Deemh
Tingkat 11 Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Rajx Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Deerah Tingkat [I Simalungun,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

Pembentukan 18 {Delapan Belas)
Kocamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Dacrah Tingkat Il S{ p, Dairi, Tapanull



I1l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidiikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimans telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Pemturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Rasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201§ WNomor 45, Tambahan
_Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belgjar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010
tentang Pengelolahan dan  Peny
Pendidikan

elenggaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negarma Republik Indonesia Nomor 5105)

sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tabun 2010 tentang  Pengelolahan  dan

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

16 Menteri Dalarn  Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451};



17.Peratumn  Dacrah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Deerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tabun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Deerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017

scbagnimana telah diubah dengan Peraturan Wali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEQER!I PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimakaud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerinthhan Daerah adalah  penyelenggaraan
wwwmmmm
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Negara Kesatuan Republik Indonesin sebagaimann dimaksud
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S. Dinas adalah Dinas Pendidilkan Kota Medan.,
6. Xepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Seclkretarin adalah Sekretaris Dinas Pendidilkan Kota Medan.

8. Selwlah Dasar Negen yang selanjutnya disingkat SD Negeri
adalah satuen pendidikan formal tingkat dasar;

9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala selolah;

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentulan

Pasal 2
(1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan
Dinas.

(2) UPT ssbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudulan, Tugas dan Fungsi
Pu.tan.ll
Kedudukan
Pasal 3 *

(l)mwmwmmmmm;mm
linglaungan Dinas,

mmsﬁmnwuwwpmqnm
tambahan sebagai Kepala UPT yang bclmgu?umimnhdm
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melaluj Seicretaris.



Dalam menyelenggaraloan tugas scbagaimana dimaksud dalam
P—HUPTSebthulrla'ﬂmptm:nmnpl
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b. membina kesiswaan

c.mhhnmhnbhnhinnndmpmﬂdmhulmmdmm

g melaksanakan relutmen siswa berdasarkan  peraturan
perundang-undangan; dan

h. meliksanaloan tugas-tugas lain yang diberilan oleh kepala dinas.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi UFT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:

LMMWMW

b. Kepala Tata Usaha;

d.KnpnhPu%\mhnn, _— .

dan

e. Pelaksana.

Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri
mueha’tmmdk;nhudpadnw(l)mnmmdnhmhmpim

I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) e g e Poonl§ 8V ()




Pasal 8

{1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, direalisasikan pengisian jabatannya
berdasarian lkebutuhan riill dan perpustaksannya telah
memenuhi stander serta sesuai dengan peraturan perundang-

(2) Jabatan sebagmimana dimeksud pada ayat (1), dipimpin oleh
scorang pojabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat
fungsional lainnya yang diber! tugas tambahan untuk

(3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab scbagmimana pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-

(4) Pengangkatan kepala perpustaksan dilaksanaken oleh Kepala
Dinas berdasarioan usulan dari Kepala UPT berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BAB [l
URAIAN TUGAS

Bagian Keaatu
Kepala UPT Seknlah Dasar Negeri

Pasal 9
Uradan Tugas Kepala UPT Sekolsh Dasar Negeri adalah :

a. merencanakan progmm dan kegiatan pembelsjaran Sekolah
Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kots, rencans

lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapian lebih
lanjut aleh Kepala Dinas sehingga tersclenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal;

¢. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penymuln dan
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menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan
sekolah;

melaksenakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta
keputusan penting lsinnya dengan melibatkan guru, komite
sekolah berdasarkan :

peraturan perundang-undangan;
melnksanaleom komunilasi secara proaktif dan persuasif untuk
menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan

masyarakat,

menjaga dan meningkatkan motivasi kegja pendidik dan tenaga
kependidilkan dengan menggunakan sistem  perhberian
mmmw“mwmm
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melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

melaksanalan dan merumuskan program supervisi, serta
memanfastikan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja
sckolah;

m. melaksanalan penyusunan dan memutusian tata tertib proses

B

belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk
meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan  permturan
meminsilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan
visi pembelgjaran yang dikomunikasikan dengan baik dan
didukung olsh komunitas sekolah;

membanty, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah
dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
Wmmmmmmm
lembagn dan profiesi;

melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
schat, efisicn dan efektif;

masyarakat, dan komite sekolab menanggapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber

daya masyaralat; .
mmmnwwmmm
melaksanaloan tugss-tugas lain yang diberikan oleh leepale dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 10
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fugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
melakukan pengoordinasian dan penyelisan urusan pembukuan,
verifiknsi, penghitungan anggarsn, dan pertanggungjawaban
an Sekolah Dasar Negeri;

wusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di
lingicungan Sekolah Dasar Negeri;
melakulan pengoordinasian dan penyelisan urusan pembayaran
W.Mmmwm.mmmm

melakukan fasilitasi peningiatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidilan;

melakuksn kegja sama di  bidang pengsmbangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

kearsipan, ' L
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' Bagian Ketiga
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Pasal 11

Uraign Tugas Kelompok Jabatan Pungsional Guru Dan fungsional
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT,
Bagian Keempat
Pelaksana
Pasal 12
(1) Di Hnglungan UPT dapst ditempatkan Polaksana

(2) Jabatan pelaksana tugas melaksanakan tugas teknis
operasional yang tugas dan selalal
jabatan pelaksana sesuai dengan urmian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdassrkan peraturan

(3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Peraturan Perundang-undangan. '

BAB IV
TATA KERJA

peraturan undangan.
Dalam melaksanakan tugas Kepela UPT wajib menerapkan
mm koordinasi, integrasi dan untuk
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(5) mundwgmmmuds}nmg(mm peraturan perundang-
undangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
menyiapian laporan berimls tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya

wafib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannya.

(7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organises!
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kera.

(8) Dalam mangla lkelancaran pelaksansan tugas Kepala UPT
mmmmmmmmmmm

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlalo sejalk tanggal diundangkan.

Agar sctinp omang dapat mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Dasrah Kota Medan.

Ditetapian di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN 8

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20
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